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PERATURAN WALIKOTA FPADANG
NOMOR 4\ TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN DAN SUB BAGIAN
PADA SERRETARIAT DEWAN PERWARTLAN RAKYAT DAEFRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tara Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerall sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kola Padang Nomor 13 Tahun
2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian pada Scekretariat
Dewan Perwakilan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-tIndang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingikungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 lentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
dinhah dengan Undang-Undeng Nomor 43 Tabun 199G
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negara Tahan 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437|, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 ([cmbaran Nepgara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 teniang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang {Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263] sebagmmana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun,
2009 {Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);



7. Persturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolazn Keuangan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemermtali Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemernintehan Antare Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
QOrganisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Talwan 2007
Nomor 89, Tambhehan Lembaran Negara Nomor 4741};

10. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teckris Penataan Orgenisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 546 Tahun 2{10);

11. Keputusan Bersema Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Menteri Dalam Negeri Nomor O1/SKB/M.PAN/4 /2003
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunyuk FPelaksanaan
Peratuiran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai
Negenn Sipil;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor (04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kots Padang (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 09};

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 20038
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Seckretariat
Dacrah dan Sekretariat Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Xota Padang Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13),
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 13 Tahun 2012 {Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 53],

BAR 1

EETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Walikola Padang ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Daerah Keta Padang;

Walikola adalah Walikota Padang;

Sekretariat Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daersh adalah Sekrelaris Dewan

Perweakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Padang;

. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Padang;



BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretaris DPRL;
b. Bagian Administrasi, terdiri dan :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Perlengkapan;

¢. Bagian Persidangan dan Risalah, terdin dari ;

1. Sub Bagian Persidangan;

2. Sub Bagian Risalah;
3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

d. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Anggaran;

2. Sub Bagian Verifikasi;

e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dar :

(1)

(2)

(1)

1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;

2. Sub Bagian Protokol dan Pengaduan;

BAB Il
PENJABARAN TUGAS POEOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD

Pasal 3

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai
tugas menvelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengkaordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menyelenpegarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD,

. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

mengakomodir rapat-rapat DPRD;

. melaksanakan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

on o

i

Bagian Kedua
Baglan Administrasi

Pasal 4

Bagian Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Selaetans Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, kearsipan, administrasi perjalananan dinas pimpinan, anggota
DPRD serta Sekretariat DPRID.



(2)

{2)

Dalam menyelenggarakan tupgas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Administrasi mempunyal fungsi .

a. mengelelae urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan kearsipan;

b. mengelola administrasi keanggotaan DPRD dan kepegawaian sckretariat
DPRD

c. mengetola peralatan/perlengkapan gedung kantor dan rumah dinas/jabatan;

d. melaksunakan koordinasi pengamanan dan keterliban rumah tangga rmamah
dinas/jabatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

e. menyiapkan fasilitas rapat dan pertemuan DPRD dan Sekretariat DPRD:

f. menyusun rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Dagian
Administrasi;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja serta
laporan Sckretariat DPRD;

h. melaksanakan tugas kedinasan lsin yang diberikan oleh atasan sesusal
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian UTmum
Pasal 5

Sub Bagian Umum mempunvai tugas membantu Kepala Baglan Administrasi
dalam pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD,
pembinaan administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, kearsipan dan
pengelalaan  administrasi angegota DPRD dan administrasi kepegawaian
Sckretariat DPRD serta memfasilitasi pengembangasn sumber daya manusia
anggota DPRD dan pengembanpan sumber daya manusia pada Sekretariat
DPRD.

Penjabaran tagas Sub Bagian Umum sebagpimana dimakeud pada ayat (1)

adalah :
a. melaksanakan urusan rumah tangea anggota DPRD dan Sekretariat DPRD:

b. menyiapkan fasilitas rapat-rapat DPRD;

¢, mengendalikan surat masuk dan surat keluar serta ekspedisi;

d. mengelola kearsipan Sekretariat DPRD;

e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berupa rekapitulasi
absen, kenaikan pangkat, gaji berkala, nominatif bezeting dan daftar uruf
kepangkatan kepegawaian pada Sekretanat DPRD,

f. mengklasifikasikan, menata, dan menyimpan dokumen Kepegawaian
Sekretariat DPRD, dan Dokumen Angpota DPRD;

g. menghimpun dan menyimpan  brosur/lcafict  serta  memiasilitasi
pengembangan sumber daya manusia anggota DPRD dan pengembangan
stimber daya manusia pada Sekrelanat DPRID;

h. melaksanakan pengurusan klaim jasa pemeliharaan kesehatan Fumpinan
dain Anggota DPRD beserta keluarga:

i. menyiapkan dan melaksanakan rencana kerja dan Kegiatan Sub Bapgan
Umum;

j. memfasililasi peningkatan  kesejahteraan pegawai dan  pemberian
penghargaan kepada pegawai dan anggota DPRD,

k. mengurus/menyiapkan surat perjulanan dinas pimpinan dan anggoeta DPRD;

1. melakukan urusan tata usaha kepepawaian Sekretanat DPRID;

m.membuat evaluasi dan laporan peclaksansan tugas Sub bagan Umuam,

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasun sesuai
dengan tugas dan funpgsinya.



(1)

(2)

(1)

()

(1)

Paragraf 2
Sub Pagian Perlengkapan
Pasal &

Sub Bagian Perlengkapan mempunvai tugas membantu Kepala DBagian
Adminisfrasi dalam pembinzan dan pengelolaan rumah tangga, inventaris, dan
neriengkapan kantor.

Penjabaran tugas Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah ;

a. menviapkan fasilitas rapat don acara kedewanan;

b. mengurus urusan rmmeh tenpga, rumah jahatan, gedung DPRD serta
memelihara keamanan dalam lingkungan kantor DPRD;

c. mengurus dan mengatur serta melalkukan pemeliharaan terhadap kendaraan
dinas dan inventaris yang ada pada DFRD dan Sekretariat DPRD,

d. menviapkan dun melaksanakan rencana kerja dan kegiatan Sub bagan
Perlenghkapan,

c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas,

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tupas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bagian Persidangan cdan Risalah
Pasal 7

Bagian Persidangan dan Risalah mecmpunyai tugas pokeok merencanakan,
mengkoordinasikan, menvelenggarakan dan menyiapkan bahan-bahan
persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, (raks, kepanitiaan,
bahan kehormatan, dan pembuatan notulen serta risalah.

Dalam menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Persidunpun dan Risalah mempunyai fungsi :

a. melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengkajian dan penyiapan
bahan-bahan program legislasi dacrah;

b. melakukan penyiapan bahan-bahan persidangan dan rapat-rapat alat
kelengkapan DPRD serta kegiatan pertemuan dan/atau sosialisasi dengan
masyarakat yang telah ditetaplaan oleh DFRD,

¢, menyiapkan bahan penyelenggaraan pemnbuatan nolulen dan risalah serta
bahan laporan rapat paripurna dan paripurma istimewa  yang
diselenggarakan oleh DPRD;

d. mengkuordinasikan persiapan kegiatan rapat paripurna istimcewa DFRD
dengan SKPD dan/atsu inslansi terkait;

e. mengumpulkan dan mengelompolkkan permasalahan-permasalahan yang
timbul guna disampaikan kcpada sckretaris DPRD unluk dibabas oleh
komisi-Komisi;

. menyusun rencana, program kerja serta evaluasi dan laporan Bagian
Persidangan dan Risalah;

o melaksanskan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinva.,

Paragraf 1
Sub Bagian Persidangan
Pasal 8

Sub Bagian Persidangan mempunyvai mgas membantu Kepala Bagian
Persidangan dan Risalah dalamm merencanakan, mcngkoordinasikan,



(<)

{1)

(2)

(1)

(2)

menyelenggarakan dan menyiapkan bahan-bashan rapat dan kematan
persidangan-persidangan serta rapuit-rapat alat kelengkapan DPRD.

Fenjabaran tugas Sub Bagmn Persidangan sebagaimana diunaksud poda ayat

(1) adalah :

4. menywapian bahan-bahan rapal dan kegiatan persidangan seria rapat-rapat
alat kelengkapan DPRD dan Fraks:;

b. menyiapkan hantaran kaia dan/atan sambutan Ketua DPRD untuk bahan
rapat paripurna dan paripurna isdmewa;

c. menyiapkan admnustrasi persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan
DPRD serta tain lempat Tapat;

d. menyvusun rencana kerja dan kegiatan serta laporan kepiatan Suo Bapan
Persidangan;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Persidangan!

f. meleksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan olch atasan sesuai
dengan tupas dan lungsinya.

Paragraf 2
Suhb Bagian Risalah
Pasal 9

Sub Bagian Risalah mempunya tugas membantu Kepala Bagian Persidangan
dan Risalah dalam memyiapkan notulen dan nsalah rapat alat kelengkapan
DPRD serta bahan laporan rapat paripurna dan paripurna istimewa DPRD.

Penjabaran tugas Sub Bagian Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. menyiapkan keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan DPRL;

b. menyiapkan notulen rapat-rapsat alat kelengkapan DPRD dan daliar resume
risalah rapat;

c. menyiapkan bahan laporan rapat paripurna dan paripurna istimewa DPRD;

d. menyusun rencana kerja dan kegiatan 3ub Bagian Risalah;

e. membuat evaluasi dan laparan pelaksanaan tugas Sub Bagian Risalah;

f. melaksanakan tuges kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Parapraf 3
Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Pasal 10

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunvai tugas membanin
Kepela Bagian Persidangan dan Risaleh dalam melaksanakan serta
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk tekms dilndang
hukum dan perundang-undangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalals :

a. menghimpun, mempclajari dan mengolah data dan informasi yang
berhubunpan dengan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan
behan menvusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
peraturan perundang-undangan;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk

dan pemecahan masalah;

menyiapkan rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan;

melaloukan koordinast dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnva dalamn ranpke peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pemerintah daerah;

oo



(1)

(2}

(1)

(4]

e. mempelajan pedoman dan petunjuk dv dang penelian, pengolahan data
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
{. memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

menyangkui pemenntah daerah sertn melaltukan penehtian, pengkapan

serta penelaahan produk hukum;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tupas dan fungsinya.

5

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan
Pasal 11

Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membina dan menyelenggarakan
administrasi keuangan, menylapkan anggaran belanja serta menyusun laporan
keuangan DPRD dan Sekretanat DPFRD.

Dalam mcnyelenggarakan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Bagan

Keuangan mempunyal fungsi .

a. pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan penyelenggaraan administrasi
keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD:

h. pengelolaan dan penganalisaan administrasi kenangan DPRD dan Sekretariat
DPRD;

¢, pembinaan dan bimbingan terhadap Bendaharawan Pengeluaran DPRD dan
Sekretanial DPRD;

d. menyusun Rencana dan Program Kerja serta laporan Bagian Keuangan;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3

Paragraf 1
Sub Bagian Anggaran
Pasal 12

Sub Bagian Anggaran mempunyal tugas membantu Kepala Bagian Keuangan
dalam membina dan menyelengparakan administrasi keuangan  dan
merencanakan anpgaran belanja DPRD dan Sekretaniat DPRD.

Penjabaran tugas Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud padsa ayat (1)

adalah :

a. mencari, menpumpulkan, menghimpun dan mengolah data serla infarmast
yang berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran belanja DPRD dan
Sckretariat DPRD;

b. menyiapkan hahan penyusunan kcbijakan, pedoman dan petunjuk tekms
dalam penyusunan anggaran,

¢. menginventarisasi permasalahan-permasalehan yang berhubungan dengan
penyusunan anggaran dJdan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masaiah;

d. menerima dan mengolah Rencana Kerja dan/atan Kegiatan Anggaran Belanja
DPRD dan Sekretariat DPRD, termasuk perubahannya,;

¢. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran vang persediaan, surat
perintah pembayaran ganti unang, surat perintah pembayaran tambahan
uang, sural perintah pembayaran langsung gaji dan tumjangan PNS serta
penghasilan lainnya;

f. melalculcan verifikasi surat pertanggung jawaban;

g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Kas belanja
DPRD dan Sekretariat DPRD;

h. memantau perkembangan pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan
Sekretariat DPRID;

i. menyviapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang
realisasi Anggaran Belanja berdasarkan surat keputusan otonsasi dan surat



(1)

(2]

(1)

(2)

perintah membayar nang vang diterbitkan serta surat pertanggung jawaban
vang telah disahkan;

j. menganalisa rencana kerja Anpgaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD
termasuk perubahannya;

k. menyvusun rencana kerja dan kematan Sul Bagian Anggaran;

1. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Baglan Anggaran;

m.metaksanakan lugas kedinasan lain yung dibenkan oleh atasan sesiual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bapian Verifikasi
Pasal 13

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas membaniu Kepala Bagian Keuang:an
dalam melakukan verifikasi, menyusun laporan keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD serta pembinaan dan tambingan terhadap Bendaharawan
Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

Penjabaran tugas Sub Bagian Verifikasi schagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. menghimpun, mengldasifkasikan dan mencatat surat perintah membayar
uang,

b. meneht dan menylapkan bahan pengesahan surat pertanggung jawaban;

c. menghimpun dan memeriksa surat permintaan pembayaran seris surul
keputusan otorisas;

d. menepur bendaharawan yang tidak melakssnaksan adoinislrasy keuangan
(husus untuk surat pertanggung jawaban) berdasarkan ketentmuan
peraluran perundang-undangan, serta menyiapkan laporan berkaitan
dengan hasil verifikasi adrministrasi keuangan DPRD dan Sekretanat DPRD,

e. melakukan pengesahan surat pertanggung jawaban bendaharawan
pengeluaran atas pehmpahun Kepala Bagian Keuangan,

{, melakukan pembayaran atas taghan;

g¢. menginformasikan tentang keadaan kas DPRD dan Sekretariat DPFRD seuap
harinya kepada Sclretaris DPRD;

h. memeriksa  kewajiban dari  pengelnaran  tagthan  yang  akan

dipertanpgungawabkun;
menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Verifilcasi,
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Verifikasi;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuat

dengan tugas dan fungsinya.

F;lhl-r -l-

Bagian Keempat
Bagian Humas Dan Protokol
Pagal 14

Bagian Humas dan Protokel mempunyai Tugas Pokok mengelela pelaksanaan
publikasi kegiatan, produk dan kehijakan PRI}, penghubung antara
masyarakat dengan pimpinan dan anggeta DPRD, menyviapkan bahan telanhan
vang berkaitan dengun aspirasi masyarakat, menyiapkan bahan acara
pimpinan DPRD, melaksanakan urusan keprotckelan, perjalanan dinas
pimpinan dan angeata DPRD serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi.

Dalam menvelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayal (1), Bagian

Hurmas dan Protokol mempunyai fungsi ;

a. melakukan perencanaan, pengkoordinasian dan inelakesanakan publikasi
produk-preduk hukum, kegiatan dan kebijakan DPRD;

b. menjadi medialor anlara masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD
dan menviapkan bahan pentelashan yang berkaitan dengan aspirasi
masyarakat;

e. melakuksn peluksanaan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan
dan anggota DPRT);



(1)

(2}

(i}

(<)

d. menviapkan bahan-bahan acara pimpinan DPRD;

e. melakukan pelayanan dan pengendalian perpustakaan serta dokumentasi.

[. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
Pasal 15

Sub Bapian Humas dan Dokumentas: mempunyal tugas membantu Kepala
bagian dalam melaksanakan publikasi produk-produk hulkam  DPRD,
menyviapkan, menyajikan, mengendalikan dan melayani Dokumentasi.

Penjabaran tugas Sub Bagian Humas dan Dokumentasi scbhagaimana dimalksud

pada ayat (1) adalah :

a. menghimpun data kegiatan, produk dan kebijakan DPRD;

b. menginventarisir dan mengldasifikasi dokumentasi DPRD,;

c. menyusun dan mendokumeniasikan pers Kealease,

d. menata, menghimpun data dan melayanai peminjaman buku perpustakaan;

e. menghimpun dan mendistribusikan dokumentasi kegiatan DPRD;

f menghimpun dan mendokumentasikan media masa (sural kabar [/ mnedia

getak dan elektronik laitinya;

g. melakukan pelayanan terhadap mahasiswa/masyarakat yang melakukan
riset, studi banding dan oricniasi;

h. menyusun program kerja dan Kegiatan Sub. Bagian Humas dan
Dollumentasi

i. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain yang terkait;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.
Sub Bagian Protokol dan Pengaduan
Pasal 16

Sub Bagian Protokol dan Pengaduan lugas membantu Kepala bagian dalam
pengelolaan keprotokolan, menyiapkan bahan telaahan yang berkeitan dengan
aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan terhadap pers untuk
mendapatkan bahan-bahan informasi kegiatan DPRD;

Penjabaran tugas Sub Bagian Protokol dan Pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adatah :

& mengumnpukan, mengelola data dan informasi serta penyajian bahan-bahan
vang diperlukan DPRD;

b. mengatur dan mengelola konfrensi pers |

¢. menyusun dan menyiapkan baban-bahan pemberitaan untuk publikasi
media massa cetak dan elektronik;

d. menvelenggarakan penerbitan intern1 seperti majalah mimbar DPRD, jurnal
dan lain-lain;

e. menghimpun dan menyiapkan bahan nasksh sambutan, pidato, dan
makalah Pimpinan RDFRD dan Sekretaris DPRD,

f. melaloukan kegiatan monitoring atau pengamatan terhadap pendapat uroum;

g. melayani dan menginventarisir aspirasi masyarakat atau kematan unjuk
rasa;

h. memberikan pelayanan  informasi  terhadap  masyarakat setelah
dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;

i. menyelengpgarakan miset dan penelitian atau polling dalam rangka pencarian
data atau informasi untuk kepentingan peningkatan pelayan DPRED kepacda
masyarakal;

i. melaksanakan tugas hkedinasan lain yang diberikan olch atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya,



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian dan Sub
Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun
2008 Nomor 26}, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Jesembec 2011

WAL

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2% Descmber 3000

SEKRETARIS D KOTA PADANG

. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 4\



